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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang 

melimpah, dimana salah satu sumber daya alam tersebut merupakan pertambangan 

mineral dan batubara. Dalam pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara diatur oleh pemerintah, dimana pemerintah memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab. Pertambangan mineral dan batu menimbulkan kerusakan bagi 

lingkungan hidup, dimana dalam upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup 

tersebut dapat dilakukan dengan reklamasi dan pasca tambang. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu (1) Bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam 

kegiatan reklamasi dan pasca tambang? (2) Tanggung jawab pemerintah daerah 

dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang. Penelitian ini merupakan penelitian 

yuridis normatif, yang memiliki objek penelitian pengaturan kewajiban dan 

tanggung jawab pemerintah dalam reklamasi dan pasca tambang pada 

pertambangan mineral dan batubara. Pengumpulan data yang digunakan 

merupakan data sekunder, dimana akan dilakukan analisis berdasarkan peraturan 

hukum yang berlaku, serta buku dan jurnal yang berkaitan. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan mengenai seluruh peraturan 

Perundang-undangan yang mengatur serta kewajiban dan tanggung jawab 

pemerintah mengenai kegiatan reklamasi dan pasca tambang. 
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